Disclaimer

PENETAPAN

NOMOR 0131/Pdt.P/2016/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memerikea dan mangadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatunkan penetapan perkara permohonan ltsbat
Mikah yang diajukan oleh :

Muhammad Tahir, 5. Pd bin Abidin, Umur 54 tahun, Agama lzlam, Pekerjzan
FMNS (Guru SDN Inpres Kawae), Pendidikan Terakhir
51, Tempat kediaman di RT.012 BW. 006 Desa
Maria Kecamatan Wawo HKabupaien Bima,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Asmah, 5. Pd binti H. Sulaiman, Umur 51 tahun, Agama Izlam, Pekerjaan
PNS (Guru TK PGRI Bunda Sayang), Pendidikan
Terakhir 31, Tempat kediaman di RT.012 BW, 006
Deza Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I,

Pengadilan Agama lersebut;

Telah mempelajar surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemaohaon serla para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05

September 2018 telah mengajukan permohanan itsbat Nikah yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Memar

Hal  dari 13 had, Penstapan Noman 13 0P BRHEPABm
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0131/Pdt.P/2016/PA B tanggal 05 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai

berikut :

1. Bahwa, Pemchon | dengan Pemohon Il adalah pasangan suami isti yang

telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan
pada,tanggal 14 April 1996, di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten
Bima, dengan status Pemohon | adalah jgjaka dan Pemohon || adalah
perawan, namun perikahan Pemchen | dengan Pemochon 1l tersebut tidak

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon | dengan

Pemohen Il adalah H. Sulaiman bin Bahama (ayah kandung dari Pemohon 1),
dengan mahar berupa emas seberat 1 gram dibayar funai, sedangkan yang
bertindak sebagai saksi-saks| -

1. H. Lukman bin H. Rasyid

2. Syamsudin bin Bod

. Bahwa, Pemchon | dan Pemohon | pada saat pemikahan tidak ada

hubungan mahram/halangan untuk mefangsungkan pemikahan baik menumt
ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- Bahwa, setelah melangsungkan pemikahan tersebut Pemohon | dengan

Pemohon Il berternpat tinggal di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten
Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
Isti serta telah dikaruniai 3 orang anak yang mMasing-masing hernamsa -
1.Muslimahtun Ba'diah (P) umur 19 tahun, 2, Dika Aullya Zam'ah {P) umur 11

tahun, 3. Miftahul Rahmah (P) urmiir 10 tahun
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Bahwa, selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon fetap

baragama Islam;

. Bahwa, pemnikahan Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut belum

memperolen bukfi nikah, oleh karenanya Pemohon | dan Pemochon 1l sangat
mernthuhhan penstapan pengesahan nikah dar Pengadilan Agama Bima
untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam  mengurus kelengkapan
penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperuan
lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

Bahwa, atas hal tersebut maka pemchon | dan Pemohon Il mohon apar
ditsbatkan pemikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor
Urusan Agama setermpat;

Bahwa, para Pemochon sanggup untuk membayar biaya perkara,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memotion kepada

Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berkut ;

Primair

1.
2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Mengabulkan Permehonan Pemohan | dan Pemaohan II:

Menyatakan sah pernikahan Pemaohan | (Muhammad Tahir, S. Pd bin Abidlirg
dengan Pemchon Il (Siti Asmah, 8. Pd binti H. Sulaiman) yang
dilangsungkan pada tanggal 14 April 1998 di Desa Maria Kecamatan Wawo

Kabupaten Bima;

. Memernntahkan kepada Pemohon | dan Pemohon 0l unfuk mencatatian

perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setermpat;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Hal 3 da1 17 hal, Penifapan Nomor 01340 B201574 Bn
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Subsidair

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Hakim,
Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Permohon telah

datang menghadap ke muka sidang, selanjuinya dibacakaniah  surat

permohdnan para Pemchon tersebut di atas yang isinya tetap dipartahankan
aleh para Pemaohon;
Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa
A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | MNomor
3206053112621031, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bima tanggal 14 Maret 2012, Bukti surat telah dicocokkan sesuai
aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1)
2. Folokopt Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Momor
5206057112651022 vang dikeluarkan aleh Pemerintah Kabupaten Bima
tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya can

bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P2 ) ;

L3

Fotokopi Kartu keluarga Nomor :5272010804080012, yang dikeluarkan
cleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bima pada
tanggal 08 April 2008 Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan
bemmeteral cukup, kemudian diberi kode { P.3 );

4. Surat keterangan dari kantor Umsan Agama Kecamatan Wawn,

Kabupaten Bima fanggal 02 Septemnber 2016 kemudian diberi tanda P 4

B. Saksi

Hal 4 dari 12 hial, Pamatapen Nomon 1115 S A2016FA Bm
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SAKS! 1 | Samsudin bin Bodi, umur 54 tahun, agama lslam, pekeriaan tani,
bertempat tinggal di RT.07 RW.04 Desa Mara, Kecamatan Wawo,
Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut
- Bahwa, =saksi kenal dengan para Pemchon, karena saksi adaiah
saudara sepulu Pemohon;
Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pemikahan para Pemohon
pada tanggal 14 Apnl 1996 dengan wali nikah H. Sulaiman hin
Bahama (ayah kandung dari Permohen 11} dengan mahar berupa
emas seberat 1 gram dibayar tunai, sedangkan yang bertindak
sebapai saksi-saks)
1. H. Lukman bin H. Rasyid, 2, Syamsudin bin Sodi:
Bahwa, pada waktu melaksanakan pemikahan, Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon I berstatus perawan:

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3
orang anak;

- Bahwa, pada waktu Pemohon | dan Pemohon || menikah fidak
terdaftar pada petugas KUA setempat;

- Bahwa, tujuan para Pemochon mengajukan Isbat Mikah urituk
mendapatkan Buku Mikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak:

- Bahwa pada wakiu para Pemohon menikah, tidak ada halangan
untuk  melangsungkan pemikahan dan selama perkawinan
berangsung tidak ada pihak ketigs yang berkeberatan atss

pemikahan tersebut;
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- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon fidak pemah berceral
darn tetap beragama Islam;

SAKSI 2 - Abdurrahman bin Abdulllah, uwmur 54 tashun, agama |slam,
pekerfaan tani, bertempat tinggal di Rt13/08 Desa Mana,
Kecamatan Wawo, Kabupaten Blma, yang dihadapan persidangan
saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut |
Bahwa, =aksi kenal dengan para Pemohan, karena saksi adalah
saudara kandung dan ibu Pemahan 11,

- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pemikahan para Pemohon
pada tanggal 14 Aprl 1996 dengan wali nikah H. Sulaiman bin
Bahama {(ayah kandung dari Pemohon Il ) dengan mahar berupa
emas seberat 1 gram dibayar tunai, sedangkan yang bertindak
sebagai sakei-saksi
2. H. Lukman bin H. Rasyid, 2. Syamsudin bin Bodi,

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pemikahan, Pemahon |
berstatus jejaka dan Pemohon |l berstatus perawan;

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 3
orang anak;

- Bahwa, pada waktu Pemohon | dan Pemchon Il menikah tidak

terdaftar pada petugas KUA setempat;

- Bahwa, tujuan para Pemaohon mengajukan |sbat Mikah untuk
mendapatkan Buku Mikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tdak ada halangan

untuk melangsungkan pernikahan dan  selama perkawinan
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berangsung tidak ada pihak kefiga yang berkeberatan atas
pemikahan tersebut;

- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai
dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang izinys
seban aimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang petkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoenan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya
adalah meminta agar perkawinan Pemaohon | dengan Pemohon [l di itsbatkan
atau dinyatakan sah menunut hukum;

Menimbang, babwa perkara ini adalah termasuk  lingkup  bidang
perkawinan dan berdasarkan Pasal 48 ayat ( 1 ) Undang-undang Momar 7
Tahun 18988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momar 3 Tahun
2008 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Momor 50 tahun 2003,
maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para
Femaohon felah mengajukan alat bukti surat P11, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.Z memupakan akta otentik, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinys, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para

Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersabut talah

Hal T dan 17 ha, Panedapan MemerQ¥ 1P B2 R4 Bn
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memenuhi syarat formal dan materiil, cleh karena itu bukl tersebut mempunyai
kekuatan yang sempuma dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukfi P.2 menupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para
Pemohon  merupakan sebuah keluarga dan penduduk Kabupaten Bima,
sehinggaihumi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena
itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mangikat,

Menimbang, bahwa bukt P-4 menupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukli tersebut menjelaskan mengenai para
Pemohon  pernah menikah dan belum tercatat di KUA Kecamatan Wawo,
sehingoa bukfl tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena
itu bukt tersebut mempunyai kekuatan yang sempuma dan mengikat;

Menimbang, bahwa saki-saksi para Pemohon bukan arang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memben keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat farmil
gaksi |

Menimbang, bahwa dar =egi maten keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling
bersesualan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi
syarat materl saksl :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemchon dan alat
bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai
barkut ;
|. Bahwa, perkawinan antara Pemochon | dengan Pemohon || telah sesua

dengan Syari'at Islam;

2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;

Hal, & ala 17 had, Penstapan Nomor M IPRE20 5P B
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Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis
sebagaimana pertimbangan berikut -

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohan | dengan
dengan Pemohon || telah memenuhi rukun perkawinan { Pasal 14 KH| ) dan
tidak rne:langgar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 30 s/d 44 KHI, merlpakan
unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam:

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon | dengan

Pemohon | tidak tercatat, merupakan salah satu alasan unfuk mengajukan

ltsbat nikah ( Pasal 7 ayat (3) hurufc/d /e KHI):

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama’ di dalam kitab

“l'anatutthalibiin® juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

,_,1_5;!'_ L'J:.‘.‘.-il:_n.:jg_l_ﬂFLH&EJ_F‘}M')SESLJ;|JLE:'LJJJLH1£J

Artinya : Dan didalam pengakuan tenfang permikahan dengan seorang wanits,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikshan dahuly dan
syaral-syarainya sepeni wali dan dua orang saksi yang adil

Sesuai pula dengan pendapat Ulama’ dalam Kitab “Bughyatul Musytarsyidin®,

halaman 298 sebagai berkut :

dan g ol i ool g e Aip el 2 S (ME

Artinya - Maka jika felah ada saksi vang memberikan keterangan bagi seorang

Perempuarn  yang sesusl dengan gugatan, felzplah hukum  atas
pemikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum tersebut di atas maka

dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Hal & el 12 b, Panstapan Newwar 013 1Pt RO EPA Bm
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakia hukumn di atas maka
petitum permohonan angka | dapat di kabulkan:

Menimbang, bahwa petitum pemmohonan angka 2 dapal di kabulkan
dengan menyatakan perkawinan antara Femohen | Muhammad Tahir, 5. Pd bin
Ahidin dengan Pemohon Siti Asmah, S. Pd bini H. Sulaiman yang
dilangsungkan pada ftanggal 14 April 1286 di Desa Mara Kecamatan Wawo
Kahupaten Bima sah menunut hukum;

Menimbang, bahwa petitum pemmohonan angka 3 dapat dikabulkan
sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan
perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawa
Kabupaten Bima untuk diterbitkan buky Mikah;

Menmimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat {1} Undang-undang Momor 7 tahup 1 259
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Momor 3 tahun 2008, dan perubahan kedus dengan Undang-undang Moemar 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini

MENETAPKARN
|. Mengabulkan permohonan para Pemohaon:
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Muhammad Tahir, 5. Pd bin
Abidin} dengan Pemohon Il (Siti Asmah, 5. Pd binti H Sulaiman) yang
dilangsungkan pada tanggal 14 April 1996 di Desa Maria Kecamatan Wawa

Kabupaten Bima !

Hal, 10 dari 12 hal, Pamslapin Nemoe 0?3108 A20H 684 Bm
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3. Memerintahkan kepada para Pemochon untuk mencatatkan pernikahan
tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wawo Kabupaten Bima;

4. Membebankan kepada para Pemchon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ralus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Darmikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada har ini Senin tanggal 26 September 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengaditan

fgama  Bima yang terdin dar Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs.

M.Agus Sofwan Hadi dan Muhamad lsna Wahyudi,3.H.l,M.5.1. masing-

rasing sebagai anggota Majelis, Penetapan mana pada har itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu ocleh Dra.

' Murhayati. sebagai Panitera Pengganti Penpadilan Agama tersebut dan dihadiri

oleh para Pemohar;

Hakim Anggota, EMEEL,

P
e r
J%éﬁl‘-@- :'F'“fl' FiEg Ewa g
Drs. M.Agus sofwan Hadi Mulyadi, S.Aq

Hakim Anggota,

Muhamad Isna wahyudi, S.H.1.,M.5.|

Hal 11 dari 12 Bal, Penalapan Nomor0 13 1P 201 6PA Bm
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Rincian biava perkara :

|
&

Pendaftaran
Proses

Rp.
Rp.
Rp. 200.000,-

Rp.

Rp.

_6,000,-

Panitara Pengganti,

Suhartati, SH

30.000,-
50.000,-

5.000,-

3, Panggilan
4, Redaksi
5. Materai
Jumlah
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